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Konsep Negara Autentik
menurut Al-Farabi

Mutiullah

A. Latar Belakang Masalah

Penulisan makalah ini dilatar belakangi tiga isu besar. Pertama,
negara memiliki kewenangan tidak terbatas, karena ia berdiri dia
atas semua golongan, suku dan pilihan politik. Sebagai institusi yang
besar, negara dengan perangkat-perangkatnya berkewajiban untuk
mengatur dan menata kehidupan sosial masyarakat. Ia juga memi-
liki tanggung jawab untuk menscjahterakan rakyat dan menjamin
hak hidup setiap warga.

Idealisme di atas lahir karena eksistensi negara tidak ditentukan
oleh satu individu atau kelompok masyarakat, tetapi ia lahir karena
desakan banyak individu dan kelompok yang memiliki cita-cita
bersama. Namun demikian, keberlangsungan negara selalu dihan-
tui oleh beragam kepentingan yang melahirkan bermacam-macam
konflik, munculnya konflik ini berakibat negara lupa kepada kewa-
jiban dan tanggung jawabnya. Untuk itu, perlu kekuatan Civil Soci-
ety yang berada di Juar institusi negara yang menjadi oposisi terha-
dap negara, sikap oposisi ini bukan untuk menentang semua hal
yang dilakukan regara, tetapi elemen ini bertanggung jawab agar
negara benar-benar melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab-
nya.
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Kekuatan civil society tersebut memiliki tujuh kewajiban; 1)
- memastikan bahwa negara benar-benar mewakili kepentingan

umum, 2) membangun relasi yang sehat antara negara dengan
masyarkat, 3) mendorong terciptanya kebebasan publik dan kebe-
basan berekspresi, 4) menciptakan masyarakat yang menghargai
perbedaan, 5) pembatasan kekuasaan negara, 6) menjaga nilai-nilai
dasar demokrasi, dan 7) menjamin hak-hak dasar manusia; hak
hidup, kemerdekaan dan hak kepemiikan.

Ked'ua, berdasarkan tujuh kewajiban civil society terhadap negara
di atas, muncul sebuah kegelisahan “bisakah civil society menjadi
solusi?” pertanyaan ini melahitkan beragam tanggapan. Hegel,
scorang filusuf idealis Jerman, tidak yakin civil society memberi
solusi, karena dalam internal civil society memiliki potensi konflik.
Oleh karena itu, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil,
ia menawarkan negara yang kuat sebagai representasi kepentingan
umum. Pandangan kritis Hegel ini didukung oleh Arif Budiman,
Jika civil society menjadi kekuatan dominan, ia akan menjadi kekua-
tan penindas baru yang akan memunculkan benih-benih konflik.

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Syariati memandang
bahwa civil society tipe ideal masyarakat. Namun dia lebih menitik
beratkan pada makna umat, karena umat berbeda konsep dengan
“masyarakat (society), “bangsa” (nation), “rakyat” (people), “suku”
(eribe). Umat ialah suatu masyarakat yang terdiri dari sckelompok
orang yang memiiki keyakinan dan tujuan yang sama, berhim-
pun secara harmonis untuk bergerak ke arah yang sama. Untuk
menguatkan umat, Syariati memiliki persamaan dengan Marx
bahwa ekonomi adalah basic structure yang nenpengaruhi harmin-
isasi umat. Umat berbeda dengan demokrasi, aristokrasi dan sosia-
lisme. Umat adalah semangat kepeloporan untuk menjunjung
harkat manusia.

Terlepas definisi tentang cigil society, hakekat dan tugas pokok
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praktisi civil society adalah terlibat aktif dalam penentangan sctiap
usaha rezim perdagangan bebas dan globalisasi yang berusaha
melakukan penetrasi ke pedalaman area masyarakat. Gerakan civil
society sebagai arena untuk melakukan konter diskursus terhadap
diskursus dominan yakni pembangunan dan globalisasi dan meng-
gantikannya dengan globalisasi dari perspektif kaum marginal,
kaum perempuan miskin dan masyarakat adat.

Ketiga, saat ini wacana demokrasi menjadi wacana dominan
dalam setiap diskusi tentang politik, negara dan masyarakat. Diskur-
sus ini menuju satu arah bahwa demokrasi mampu menyelesaikan
masalah, karena dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi
maka masyarakat akan mencapai keadilan bersama, sebab semua
persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Namun demikian, pada praktiknya demokrasi jauh dari ideal-
isme. Menurut penulis demokrasi gagal dalam dua hal: 1) demokrasi
gagal dalam mengemban misi partisipatoris. Gagasan partisipatoris
adalah gagasan politik mengenai cara-cara pengambilan keputusan.
Dalam demokrasi tak langsung atau demokrasi patrlementer yang
ada sekarang tak sanggup mewakili suara-suara minoritas dan tak
mampu mengundang partisipasi rakyat kebanyakan. Demokrasi
parlementer itu dinilai elitis; 2) dalam demokrasi ada kemungkinan
bagi mayoritas untuk melakukan tirani yang kejam dan sama sekali
tidak mempertimbangkan golongan minoritas. Fenomena ini bisa
dilihat banyak negara yang menerapkan demokrasi. Suara mayori-
tas benar-benar menjadi penguasa. Menurut penulis, jika suara
mayoritas menjadi keputusan, bisa jadi prinsip-prinsip keadilan dan
kebenaran menjadi milik orang yang memiliki modal. Dalam hal
ini demokrasi sudah mencederai nilai-nilai dasar kebenaran yang
ada pada hati masyarakar.

Untuk menjawab ini, menurue penulis, demokrasi dikemba-

likan kepada demokrasi normatif yakni mengarahkan diri pada
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§agasan-gagasan romantis tentang demokrasi langsung ala Rous-
seau. Dengan “demokrasi partispatoris” dimaksudkan bahwa
pengambilan keputusan dilakukan di dalam kelompok-kelompok
kecil agar pihak yang berkepentingan dapat memberikan suaranya
dan terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Dengan jalan ini
kebijakan-kebijakan prakeis yang dihasilkan tidak terasing atau
mengasingkan mercka yang menjalankkanya. Gagasan ini berdam-
pak luas di kalangan gerakan-gerakan pembebasan lapisan akar
rumput dan gerakan-gerakan hitam yang anti terhadap demokrasi
elitis yang ada.

Menurut penulis, ketiga isu kontemporer di atas periu dicari-
kan jalan keluarnya. Penulis menemukan ide-ide autentik tenitang
hegara, masyarakat dan agama dalam pemikiran al-Farabi. Filsuf
muslim ini banyak mencurahkan pemikirannya pada filsafat poli-
tik. Ide-idenya dipengaruhi oleh Plato—Republic dan Aristoteles
tentang manusia sebagai zoon politicon yang ingin menjadi bagian
perhimpunan, negara-kota, -dan membutvhkan  sesama warga
negara. Serapan gagasan dari dua filosof Yunani inj adalah terben-
tuknya negara autentik untuk menghadirkan masyarakar adil

makmur yang berdasar pada kesetaraan, kemerdekaan dan human.
isme,

B. Gagasan Politik Etis Al-Farabi

Al-Farabi adalah filosof Islam yang banyak mencurakan pemiki-
rannya pada filsafar politik. Gagasan politiknya terkait dengan
penyatuan agama dan politik. Dalam karya monumentalnya
Al-Madinah Al-Fadiizh (negara utama), al-Farabi menjelaskan
tentang konsep negara ideal, yakni negara berdaulat untuk mewn-
judkan masyarakat sejahtera yang berdasar pada prinsip-prinsip

persamaan hak, kebebasan dan kesatuan manusia (al-Farabi, 1985;
45).
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1. Negara Berdaulat

\ Negara berdaulat ini tidak terjadi secara alamiah melainkan ada
tahapan-tahapan atau syarat-syarat khusus untuk mewujudkan cita-
cita tersebut, Al-Farabi mensyaratkan kesatuan penguasa-filosof
yang mendasarkan pengetahuannya pada ilham profetik dari Tuhan
yang dengan demikian akan menjadi pembimbing bagi perilaku
baik bagi individu-individu di masyarakat (al-Farabi, 1985: 56).

Ide-ide penguasa-filosof dipengaruhi oleh Plato-Republic
dan Aristoteles tentang manusia sebagai zoon politicon yang ingin
menjadi bagian perhimpunan, negara-kota dan membutuhkan
sesama warga negara. Bagi al-Farabi, kesatuan penguasa-filosof
tidak cukup unruk membangun negara yang kuat. Untuk itu, ia
menambahkan sifat-sifat kenabian dalam diri penguasa-filosof
untuk membuang potensi tirani yang ada pada penggerak negara
(Nasr 8 Leaman, 2003: 235).

Adapun ilham profetik adalah untuk memberi perlindungan
dan mencapai kesempurnaan, serta terpenuhinya kebutuhaan jiwa-
raga warganya yang akan menghantarkannya sampai pada kebaha-
gian hakiki. Konsep negara al-Farabi tidak berhenti pada pemenu-
han aspek material tetapi juga spiritual. Dimensi spiritualitas ini
adalah perpaduan antara rasio dan jiwa yang termanifestasi dalam
tindakan praksis sosial masyarakat.

Sebagaimana pandangan Hegel tentang negara bahwa negara
bukan alat masyarakat tetapi ia merupakan alat dari dirinya send-
iri. Artinya, negara mempunyai misinya sendiri, yakni misi sejarah
untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban. Oleh karena itu,
negara negara harus dipatuhi oleh warganya, bukan sebaliknya.
Sebagai lembaga di atas masyarakat, negaralah yang tahu apa yang
baik bagi masyarakat secara keseluruhan (Stepan, Alfred, 1978:75).

Kekuasaan negara diabdikan untuk kebaikan masyarakat, yang
tujuan utamanya adalah membawa masyarakat pada kondisi ideal
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yakni masyarakat sejahtera dan menjunjung tingga egalaritanisme.
Negara harus mendasarkan kebijakannya pada kepentingan
publik, hal ini untuk meminimalisic potensi dominasi mayori-
tas techadap minoritas. Untuk mewujudkan negara berdaulat
dan berdiri di atas kepentingan publik membutuhkan prasyarat-
prasyarat salah satunya regulasi yang bertujuan untuk menjaga arah
kebijakan negara. Oleh karena itu, perlunya paradigma kesejahter-
aan rakyat menjadi mainstream negara dalam mengelola kepentin-

gan publik (Eatwell & Wright, 2001: 45).
2. Masyarakat Scjahtera

Al-Farabi memiliki kepedulian terhadap kaum marginal yang
dilupakan negara. fa menyebut kaum marginal sebagai “rumput
liar” yakni orang-orang yakni tidak memiliki akses politik sehingga
cksistensinya tidak pernah dipechitungkan. Para “rumput liar” atau
orang-orang marginal ini tidak memiliki modal sosial dan budaya
untuk bereksistensi maka mereka tidak bisa berpartisipasi dalam
bernegara.

Bagi al-Farabi, negara menfasilitasi warganya untuk memban-
gun masyarakat yang berasaskan kerjasama dan pembagian ketja
sesuai bidang yang dibutuhkan, sehingga para warga negara sadar
bahwa tujuan terbentuknya sebuah negara untuk hidup harmoni.

Negara memang tidak dapat menciptakan kescjahteraan
masing-masing orang karena prinsip kesejahteraan berada pada
proses individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tugas
negara adalah menciptakan kescjahteraan umum, yaitu prasarana-
prasarana bagi kesejahteraan semua anggota masyarakar. Tepatnya,
negara menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan oleh
masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Jika
negara begitu jauh mengurusi kesejahteraan masing-masing indi-
vidu, negara akan menjadi totaliter, karena negara akan memak-
sakan visinya tentang kesejahteraan kepada masing-masing warg-
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anya (Magnis-Suseno, 2001: 89).

Prinsip-prinsip kesejahteraan ini akan mendorong individu-
alisme dan akan mengiliminasi semangat kebersamaan karena
masing-masing individu berjuang untuk memenuhi kesejahteraan
masing-masing.

Jika semangat individulisme semakin kuat, problem yang akan
muncul adalah para “rumput liar” atau masyarakat marginal akan
kembali tenggelam dalam dinamika kompetisi sosial karena mereka
akan kalah bersaing dengan kelas-kelas mayarakat yang lebih dulu
mapan. Di sinilah tugas utama negara, yakni memastikan keadilan
distributif terhadap semua warga.

3. Persamaan Hak

Idealisme Al-Farabi menanimkan nilai-nilai dasar bernegara
bertujuan untuk meminimalisir dominasi kekuasaan serca melu-
ruskan cita-cita kemanusian universal agar kehidupan bersama
benar-benar menjadi arus utama dalam berdemokrasi. Al-Farabi
sangat mendorong terbentuknya masyarakat egaliter, sebab dalam
pandangannya ingin melahirkan harmonisme kehidupan.

Harmonisme kehidupan sangat terikat dengan manifesto hak-
hak asasi manusia yakni hak-hak yang melekat kepada manusia
karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau
negara. Hak-hak asasi manusia merupakan sarana perlindungan
manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomi, budaya dan
ideologi yang akan melindasnya (Rawls, 1961: 45).

Maka hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan
prasyarat agar pembangunan tetap berprikemanusiaan dan beradab.
Hormat terhdap hak-hak asasi manusia merupakan upaya hukum
untuk menjamin bahwa bagaimanapun kebijaksanaan yang diambil
harus tidak mengorbankan manusia.

4. Kebebasan
Al-Farabi menekankan persamaan dan kebebasan namun tetap
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ada norma yang mengatur kebebasan tersebut agar benar-benar
mienjadi masyarakat ideal. Negara harus menjamin kebebasan indi-
vidu dalam berekspresi.

Negara adalah perkumpulan sukarela yang disatukan oleh
persetujuan bersama anggota-anggotanya, bukan ikatan ketundu-
kan pada elite sosial. Tujuan negara semata-mata mengatur dan
menjembatani interaksi sosial dalam semua bentuknya, bukan
menggantikan prakarsa individu melalui pengelolaan negara atas
lembaga sosial. Tugas negara adalah tetlibat dalam intervensi dan
tunjangan sosial yang bersifat memberdayakan (Bellamy, 1992: 36).

Kebebasan yang dilindungi oleh negara adaiah kebebasan untuk
mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan bakat
yang dimiliki setiap warga. Prinsip ini menjunjung tinggi kebebasan
individu yang berlaku untuk semua anggota masyarakat.

Kebebasan mensyaratkan moral individu atas kolektivitas sosial
apapun. Oleh karena itu, pandangan-pandangan dalam ranah
publik setidaknya harus terbuka bagi penilaian kritis dan peruba-
han sehingga validitasnya dapat diuji dan diperkuat (Bellamy, 1990:
60).

5. Kesatuan Manusia

Gagasan Al-Farabi tentang negara ideal sangat bersinggungan
dengan semangat universal yang saat ini. Semangat internasion-
alisme al-Farabi terlihat jelas dalam tiga kategori negara; madina
sugra (negara nasional), madina wastha (negara regional) dan
rmadina uzma (negara internasional). Konsep al-Farabi tentang
negara regional dan negara internasional bukan berarti menyatu-
kan beberapaa negara menjadi satu sebagai konsep komunisme atau
politik islam tetapi lebih kepada gagasan untuk membangun aliansi
atau kerjasama antar bangsa agar tercipta masyarakat egaliter yang

lebih luas.
Kesatuan manusia bisa diartikan sebagai Global Civil Society
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yang terdiri dari berbagai Ornop transnasional, aktivis politik,
gerakan sosial, kelompok agama. Asosiasi ini beraneka macam dari
serikat buruh hingga kelompok-kelompok bisnis. Ciri khas Global
Civil Society tidak terikat dengan batas-batas negara, bahkan dapat J
dikatakan ia memiliki karakter anti-state (Held, ed., 1986: €5).
Global Civil Sociery adalah kekuatan menetralisir jejaring kekua-
saan yang ada sekarang dengan cara menuntut dilaksanakannyta
nilai-nilai hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan. Fenom- |
ena Global Civil Society “meruntuhkan” pandangan positivistik
Marxistne, karena gerakan ini dimotori oleh banyak aktor peruba-
han schingga target dan tujuan bisa tercapai maksimal. Global
Civil Society melanjutkan semangat perjuangan civil society, yang
menjadi pilikan alternatif ketika Negara “tidak mampu” menyele-
saikan semua urusan publik schingga membutuhkan peran akeif

sebatas mengangkat isu-isu dalam negeri dan tidak ada hubun-
gannya dengan gerakan-gerakan internasional. Sebaliknya, Global
Civil Society mengangkat isu-isu besar yang menjadi persoalan
semua orang, seperti krisis pangan, krisis lingkungan dan gerakan
anti nuklir. Pokok-pokok perjuangan Global Civil Society sungguh
jauh dari Marxisme yang semata-mata memfokuskan perjuangan-
nya pada kaum buruh padahal saat ini beragama persoalan-perso-
alan muncul dan tidak kalah penting ketimbang persoalan buruh.
Ini relevansi gerakan Global Civil Society bagi keberlangsungan
tatanan masyarakat dunia (Schumapeter, 1943: 76).

6.KontribusiAl-Farabidalam PengembanganMasyarakatModern

|
masyarakat. Praktik-prakeik civil society ini bersifat domestik, yang
|
|
|
\
|
|
Gagasan Al-Farabi memberi perspekif baru tentang sosialisme
demokrasi yang bercita-cita untuk membangun tatanan masyara-
kat global untuk memadukan ekonomi pasar yang dinamis dengan |
kebutuhan masyarakat yang kohesif dan bermartabat, dan memban- |
\

gun koalisi politik yang melibatkan penolakan terhadap kanan baru
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dan kiri lama, individualisme pasar dan kolektivisme negara,

Sosialisme demokrasi ini mendorong  aktivisme negara
dan masyarakat untuk mengembangkan kepemilikan publik
scbagaimana yang dicta-citakan oleh sosialisme ortodok dan
membatasi kepemiliki privat agar tidak adalagi ekploitasi antar
kelas masyarakat. Artinya, sosialisme demokrasi ini membuka
lebar-pebar keterlibatan semua pihak dalam mengelola negara yang
tertuang dalam bentuk undang-undang anti monopoli.

Pada perkembangan mutakhir, sosialisme demokrasi menuju
konsepsi etika, multikelas dan desentralisasi. Tujuannya adalah
untuk menciptakan kemunitas baru dalam lingkup seluruh dunia.
Kiranya, pemikiran al-Farabi bisa menjadi alternatif pemikiran
politik kontemporer yang tidak lagi mempertimbangkan moral
sebagai basis dasar dalam bcrpolitik.
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